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DEFINISI PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang 

dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari 

barang atau jasa dalam peredarannya 

dari produsen ke konsumen. Merupakan jenis 

pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris 

disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and 

Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak 

tidak langsung, maksudnya pajak tersebut 

disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan 

penanggung pajak atau dengan kata lain, 

penanggung pajak (konsumen akhir) tidak 

menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.
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“Dikenai Pajak Pertambahan Nilai”“Dikenai Pajak Pertambahan Nilai”



Dalam perhitungan PPN yang harus 

disetor oleh PKP, dikenal istilah Pajak 

Masukan dan Pajak Keluaran



Pajak MasukanPajak Masukan

Pajak pertambahan nilai yang dibayar pada saat pengusaha 

kena pajak melakukan pembelian barang kena pajak/jasa 

kena pajak.

Pajak KeluaranPajak Keluaran

Apabila barang kena pajak tersebut dijual, maka pengusaha 

kena pajak akan memungut pajak dari pembeli, dan pajak 

yang dipungut ini disebut pajak keluaran.



TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Tarif pajak pertambahan nilai 

menurut pasal 7 UU No. 8 tahun 

1983 sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan UU No. 18 tahun 

2000 dan UU No. 42 tahun 2009 

adalah sebagai berikut :



Tarif  Pajak Pertambahan Nilai 10%

Tarif PPN 10% pada barang kena pajak dan 

jasa kena pajak merupakan “tarif tunggal” 
yang dikenakan terhadap semua jenis 

barang kena pajak dan jasa kena pajak. 

Dalam keadaan tertentu tarif PPN dapat 

berubah sesuai dengan peraturan 

Pemerintah menjadi serendah-rendahnya 

5% dan setinggi-tingginya 15%

Tarif PPN 10% pada barang kena pajak dan 

jasa kena pajak merupakan “tarif tunggal” 
yang dikenakan terhadap semua jenis 

barang kena pajak dan jasa kena pajak. 

Dalam keadaan tertentu tarif PPN dapat 

berubah sesuai dengan peraturan 

Pemerintah menjadi serendah-rendahnya 

5% dan setinggi-tingginya 15%



Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor barang kena 

pajak adalah 0%

Tarif PPN barang kena pajak 

sebesar 0% yang ditetapkan atas 

nilai ekspor barang kena pajak 

dimaksudkan untuk meningkatkan 

persaingan di pasar luar negeri. 

Tarif PPN barang kena pajak 

sebesar 0% yang ditetapkan atas 

nilai ekspor barang kena pajak 

dimaksudkan untuk meningkatkan 

persaingan di pasar luar negeri. 



Rumus Perhitungan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN)

PPN = TARIF PAJAK  X  DASAR PENGENAAN PAJAKPPN = TARIF PAJAK  X  DASAR PENGENAAN PAJAK



CONTOH KASUS

PKP “A” menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga 

Jual Rp 25.000.000,00

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang?

PKP “A” menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga 

Jual Rp 25.000.000,00

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang?

= 10% x Rp25.000.000,00

= Rp2.500.000,00

= 10% x Rp25.000.000,00

= Rp2.500.000,00

PPN sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak 

Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “A”.
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BARANG YANG TIDAK DIKENAI PPN

Minyak, gas, batubara, panas bumi, bijih logam 

dan mineral batuan.

Hasil pertambangan dan pengeboran yang 

daimbil langsung dari sumbernya.

Hasil pertambangan dan pengeboran yang 

daimbil langsung dari sumbernya.

Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan 

masayarakat banyak.

Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan 

masayarakat banyak.

Beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, 

daging, telur, susu, buah – buahan, dan sayur –   

sayuran.

Hidangan yang disajikan di hotel dan restoran 

atau oleh katering.

Hidangan yang disajikan di hotel dan restoran 

atau oleh katering.

Uang, emas batangan, dan surat berhargaUang, emas batangan, dan surat berharga



JKPJKP

JKP(Jasa Kena Pajak) adalah 

kegiatan pelayanan yang 

menyebabkan suatu fasilitas, 

kemudahan atau hak menjadi 

tersedia untuk dipakai.

JKP(Jasa Kena Pajak) adalah 

kegiatan pelayanan yang 

menyebabkan suatu fasilitas, 

kemudahan atau hak menjadi 

tersedia untuk dipakai.



JASA YANG TIDAK DIKENAI PPN
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MEKANISME PENGKREDITAN PAJAK

PERTAMBAHAN NILAI

Secara skematis perhitungan pajak pertambahan nilai 

yang lebih/kurang bayar dapat dilihat berikut :

➢Pajak Keluaran     Rp xxx

   (tarif PPN X Harga jual)

➢Pajak Masukan    (Rp xxx)

➢Pajak kurang/lebih bayar   Rp xxx

➢Pajak Keluaran     Rp xxx

   (tarif PPN X Harga jual)

➢Pajak Masukan    (Rp xxx)

➢Pajak kurang/lebih bayar   Rp xxx



CONTOH KASUS PPN

LEBIH/KURANG BAYAR

Perusahaan “Apik” sudah dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) pleh KPP 

Yogyakarta. Pada masa pajak februari 2001 

melakukan pembelin BKP berupa bahan baku 

senilai Rp 50.000.000,- Sehingga besarnya 

pajak masukan yang dibayar adalah Rp 

5.000.000,- setelah diolah menjadi produk jadi, 

barang dijual kepada PKP lainnya dengan harga 

jual Rp 100.000.000,- dan pajak keluaran yang 

dipungut adalah Rp 10.000.000

Perusahaan “Apik” sudah dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) pleh KPP 

Yogyakarta. Pada masa pajak februari 2001 

melakukan pembelin BKP berupa bahan baku 

senilai Rp 50.000.000,- Sehingga besarnya 

pajak masukan yang dibayar adalah Rp 

5.000.000,- setelah diolah menjadi produk jadi, 

barang dijual kepada PKP lainnya dengan harga 

jual Rp 100.000.000,- dan pajak keluaran yang 

dipungut adalah Rp 10.000.000



Jadi, besarnya pajak yang masih harus disetor 

untuk masa pajak Februaru 2001  adalah sbb:

➢Pajak keluaran    Rp 10.000.000

➢Pajak masukan   (Rp  5.000.000)

    yg dikreditkan

➢Pajak kurang bayar    Rp 5.000.000

➢Pajak keluaran    Rp 10.000.000

➢Pajak masukan   (Rp  5.000.000)

    yg dikreditkan

➢Pajak kurang bayar    Rp 5.000.000

PK > PM = KB

PK < PM = LB

PK > PM = KB

PK < PM = LB
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